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BUPATI KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN ARU

NOMOR 18 TAHUN 2015
TENTANG

PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.
b.
C.
Mengingat : 1.
2.
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BUPATI KEPULAUAN ARU,

bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pengelolaan

barang milik daerah, maka barang milik daerah yang

kurang dapat dimanfaatkan secara optimal dan masih

memiliki nilai ekonomis perlu dilakukan penghapusan dari
daftar inventaris barang milik daerah;

bahwa untuk menunjang kelancaran penghapusan barang
milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu
dilakukan pengaturan penghapusan barang milik daerah

dengan Peraturan Bupati sebagai dasar/pedoman dalam
pelaksanaan kegiatan penghapusan dimaksud;

bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Penghapusan dan Penjualan Barang Milik Daerah,;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten
Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di

Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4350);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negera Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang
Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2967);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang
Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3573);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang
Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan
Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah

dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah;



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.
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Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan;

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994
tentang Rumah Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Negara Republik

Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Pencabutan

Perarutan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 junto

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008);
Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata
Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status,
dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah:;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Aru Nomor 7 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Aru Tahun 2008 Nomor 5 Seri E

Nomor 2).



MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN DAN

Menetapkan
PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Penghapusan adalah suatu proses dan tindakan menghapus barang milik
Daerah dari daftar inventaris dengan menerbitkan Keputusan Bupati untuk
membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau

pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang

yang berada dalam penguasaannya.
Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah kepada pihak

lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli dan/atau diperoleh

atas beban APBD dan /atau berasal dari perolehan lainnya Yang sah.

4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
O. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Aru

selaku pengelola barang Milik Daerah.
Kepala BPPKAD adalah Kepala BPPKAD Kabupaten Kepulauan Aru

selanjutnya disebut pembantu pengelola barang milik Daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru selaku

Péngguna barang milik Daerah.

8. Pemindahtanganan adalah proses dan pengalihan kepemilikan barang milik
Daerah sebagaj tindaklanjut dari penghapusan dengan cara dijual,
diperrukarkan, dihibahkan dan/atau disertakan sebagai modal Pemerintah

Daerah,

9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

selanjutnya disingkat DPRD adalah
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10. Pengguna Barang adalah Kepala Satuan kerja Perangkat Daerah yang
berwenang untuk menggunakan barang milik Daerah yang berada dalam
penguasaannya.

Kendaraan perorangan dinas adalah kendaraan dinas yang dipergunakan

11.
oleh Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru.

12. Kendaraan dinas operasional adalah kendaraan dinas yang dipergunakan
oleh PNS/Pejabat, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang

kelancaran tugas-tugas dinas.
Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan adalah kendaraan dinas yang

13.
dipergunakan untuk menunjang tugas-tugas lapangan.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

14.
15. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Pengaturan penghapusan dan penjualan barang milik Daerah dimaksudkan

untuk :
a. menjadi pedoman dalam pelaksanaan penghapusan dan penjualan barang

milik Daerah; dan
b. memberikan jaminan kepastian dalam penghapusan dan penjualan barang

milik Daerah.
Pasal 3

Pengaturan penghapusan dan penjualan barang milik Daerah bertuyjuan untuk
menunjang kelancaran pelaksanaan pengelolaan barang milik Daerah khususnya
yang berkenaan dengan proses penghapusan dan penjualan barang milik Daerah.

BAB III
WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 4

(1) Bupati sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah
berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penghapusan dan

penjualan barang milik Daerah.
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2) Bupati dalam rangka pelaksanaan penghapusan dan pPenjualan barang milik

Daerah sesuai dengan fungsinya dibantu oleh:
a. Sekretaris Dacrah selaku pengelola;
b. Kepala BPPKAD selaku pembantu pengelol

c. Kepala SKPD selaku pengguna;
selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah

a; dan

(3) Bupati
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:

a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik Daerah;
menetapkan penggunaan, pemanfaatan dan/atay pemindahtanganan

tanah dan bangunan;
menetapkan kebijakan pengamanan barang milik Daerah;

usul  pemindahtanganan barang milik Daerah yang

d. mengajukan

memerlukan persetujuan DPRD;
e. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik

Daerah sesuai batas kewenangannya; dan

menyetujui usul pemanfaatan barang milik Daerah selain tanah dan/atau

bangunan.
(4) Sekretaris Daerah selaky Pengelola Barang Milik Daerah berwenang dan

bertanggung jawab :
menetapkan Pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik Daerah;

a.
b.

C.

meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik Daerah;

meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan

barang milik Daerah;
mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindah-

tanganan barang milik Daerah yang telah disetujui oleh Bupat;;
melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik

e.
Daerah; dan

. melakukan peéngawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik
Daerah

b. memproses usulan penghapusan barang milik Daerah dari SKPD;
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Daerah yang ada pada SKPD; dan

d. mengusulkan pembentukan Panitia Penghapusan, Panitia Penaksir dan
Panitia Penilai Barang Milik Daerah kepada Bupati.

(6) Kepala SKPD sebagai pengguna barang, berwenang dan bertanggung jawab

dalam mengajukan usul penghapusan dan pPenjualan barang milik Daerah

melalui pengelola barang.

BAB IV
PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN
BARANG MILIK DAERAH
Bagian Kesatu
Penghapusan Barang Milik Daerah
Pasal 5

(1) Penghapusan barang milik Daerah merupakan tindakan penghapusan dari

daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna dan penghapusan dari Daftar
Inventaris Barang Milik Daerah.

(2) Penjualan barang milik Daerah merupakan salah
pemindahtanganan yang dilaksanakan
penghapusan barang milik Daerah.

satu bentuk
sebagai tindak lanjut atas

Bagian Kedua
Penjualan
Pasal 6

(1) Penjualan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)

ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah menda

pat persetujuan DPRD
untuk :

a. tanah dan/atay bangunan; dan
b. selain tanah  dan/atay

bangunan yang bernilai lebih  dari
Rp.5.000.000.000,00 (

lima miliar rupiah).
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2) penjualan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

vang tidak memerlukan persetujuan DPRD apabila :

a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah dan/atau penataan Kota;
b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah
disediakan dalam dokumen penganggaran;

diperuntukkan bagi Pegawai Negeri;

diperuntukkan bagi kepentingan umum; dan

dikuasai Negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki
kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan Perundang-

Undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak

secara ekonomis.
Penjualan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Penjualan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai

sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dilakukan oleh

pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.
Penjualan barang milik daerah dilaksanakan oleh panitia penghapusan yang

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Pasal 7

Penjualan barang milik Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan :

a. untuk optimalisasi barang milik Daerah yang berlebih dan /atau idle;

b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi Daerah apabila dijual; dan
c. sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(2) Penjualan barang milik Daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal-hal

tertentu.
(3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
a. penjualan kendaraan perorangan dinas Pejabat Negara;

b. penjualan rumah golongan III; dan
C. barang milik Daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh pengelola.

Paragraf 1
Penjualan Kendaraan Dinas
Pasal 8

(1) Penjualan Kendaraan Dinas, terdiri dari :
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a. Kendaraan Perorangan Dinas;

b. Kendaraan Din

as Operasiona] meliput; -
1.

Kendaraan Dinag ()pcrasional;

pada ayat (1) sebagai berikut:

bani Daerah
Paragraf 2
Kendaraan Perorangan Dinas
Pasal 9
(1) Penjualan kendaraan perorangan dinag sebagaimana dimaksug dalam Pasa] 8
ayat (1) huruf a dilaksanakan S€suai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan

g telah berumur
Tahun dan/atau lebih dan hanya dapat

€pada Pejabat yang bersangkutan setelah

(sudah dipergunakan) selama 5 (lima)

dijual masing-masing ] (satu) buah k.

berakhir masa jabatannya;

(3)

Kesempatan membeli kendaraan
pada ayat ( 1) diberikan kepada

Bupati dan/atau Waki] Bupati yang telah
meémpunyaj magg Jjabatan 5 (

lima) Tahun dan/atau lebih dan hanya 1

(satu)
(sepuluh) Tahun;

kali dalam tenggang wakty 10
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Seluruh bilaya p(-rlmik:ln/p(.‘r:lwul:m
(5) = ,

selama | (satu) Tahun terakhir
ditambahkan dengan harga Jjual;
) Pelunasan harga jual beli kendaraan perorangan dinas dilakukan paling lama
(O a
5 (ima) Tahun;

, biaya operasional, ni
pejabat pemohon dan lain

lai jual kendaraan, persyaratan
-lain yang dipandang perly yang dituangkan dalam
bentuk Berita Acara.

10
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ngangkatan pertama sebagai Bupati dan Wakil Bupati;

1. Keputusan pe
kendaraan perorangan dinas

Surat pernyataan belum pernah membeli
dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) Tahun;
Hasil penelitian panitia penjualan; dan
harga jual kendaraan perorangan dinas ditentukan sebagai berikut:

a) kendaraan perorangan dinas yang telah berumur 5 sampai dengan 7

Tahun, harga jualnya adalah 40% (empat puluh persen) dari harga

umum/pasaran yang berlaku;
b) kendaraan perorangan dinas yang telah berumur 8 Tahun dan/atau

lebih, harga jualnya 20 % (dua puluh persen) dari harga umum /pasaran

yang berlaku; dan
c) seluruh biaya perbaikan/perawatan selama 1 (satu) Tahun terakhir

ditambahkan harga jual.
b. Bupati menetapkan keputusan penjualan kendaraan perorangan dinas

dengan lampiran Keputusan yang memuat antara lain:

1. Nama dan jabatan pembeli;

2. Data mengenai kendaraan;

3. Biaya perbaikan selama 1 (satu) Tahun terakhir;

4. Harga jual sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

S. Harga yang ditetapkan; dan

6.Jumlah harga yang harus dibayar pembeli.

c. Setelah penetapan penjualan kendaraan perorangan dinas selanjutnya :
1. Dibuat Surat Perjanjian Sewa Belj Kendaraan Perorangan Dinas yang
ditandatangani oleh Pengelola atas nama Bupati;

2. Surat perjanjian sewa beli harus memuat :
besarnya cicilan bulanan atas harga jual kendaraan dimaksud dengan

a)
ketentuan harus sudah dilunasj paling lambat dalam waktu 5 (ima)

Tahun;
b) apabila dilunasi dalam waktu kurang dari 1 (satu) Tahun, maka balik

nama atas kendaraan tersebut dapat dilaksanakan; dan
¢) selama belum dilunasj kendaraan perorangan dinas tersebut tetap

tercatat sebagai barang inventaris milik Pemerintah Daerah.

11
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palam hal kendaraan tersebut masih  dipergunakan untuk kepentingan
finas, maka untuk biaya oli dan BBM dapat disediakan
dinas,

Pemerintah Daerah
sepanjang memungkinkan;

y. Semua harga jual dan biaya perbaikan sel

ama 1 (satu) Tahun terakhir
merupakan penerimaan Pemerint

ah Daerah dan harus disetor ke Kas
Daerah;
5. Setelah harga jual kendaraan perorangan dinas dilunasi, maka dikeluarkan
Keputusan Bupati yang menetapkan:
a) pelepasan hak Pemerintah Daerah atas Kendaraan Perorangan Dinas
tersebut kepada pembelinya; dan

b) menghapuskan

Kendaraan Perorangan Dinas dari
Pemerintah Daerah.

0. Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf e,
Pejabat pembeli Kendaraan Perorangan Dinas dapat melakukan Balik Nama
Kendaraan tersebut sesuaj dengan ketentuan yang berlaku; dan

7. Bupati dan Wakil Bupati bary diberikan hak untuk membeli lagi kendaraan
perorangan dinas setelah Jangka waktu 10 (sepuluh) Tahun sejak saat
pembeliannya yang pertama.

Paragraf 3
Kendaraan Dinas Operasional

Pasal 12
(1) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimanag dimaksu
ayat (1)

d dalam Pasal 8
huruf b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pera

turan Perundang-
Undangan;

gaimana dimaksud pada ayat (1)
hanya ] (satu) kali dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) Tahun; dan
Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud

Sépanjang sudah

(3)

pada ayat (1) hanya dapat dijual
ada pengganti dan tidak mengganggu kelancaran
pelaksanaan tugas.
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2) penjuala

terbatas;
Mg ‘ndaraan dinas operasijor :
penjualan kend operasional khugyg lapangan dilakukan melaluj

(3)
pelelangan umum dan/atau pelelang
pcrbaik:m/pcrnwnlun selama

an terbatas;
1 (satu) Tahun terakhir

(4) Seluruh  biaya
ditambahkan dengan harga jual;
Pelunasan harga jual beli kendaraan dinas operasional dilakukan paling lama

5 (lima) Tahun;
Sebelum kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan dinas operasional

(6)
lapangan/khusus yang dijualbelikan dilunasi, maka kendaraan dinas tersebut

masi
Dalam rangka pelaksanaan penjualan/pelelangan terbatas sebagaimang
4), Bupati membentuk Panitia Penjualan/

(7)

dimaksud pada ayat (3) dan ayat (

Lelang Terbatas;
Keanggotaan Panitia Penjualan/ Lelang Terbatas sebagaimana dimaksud pada

(8)
ayat (7) dapat dirangkap oleh Panitia Penghapusan; dan

Panitia Penjualan/ Lelang Terbatas bertugas :

a. meneliti persyaratan personil Pegawai Negeri Sipil Calon peserta lelang

terbatas;
b. membuat daftar calon pembeli dan peserta lelang terbatas;

c. meneliti administrasi hasi] Penilaian panitia penaksir/penilai;
d. melakukan penjualan dan /atau pelelangan terbatas terhadap kendaraan
perorangan dinas dan kendaraan dinas operasional milik Daerah;

e. membuat Berita Acara hasil lelang terbatas; dan
f. mengusulkan penetapan hasil lelang terbatas kepada Bupati.

Pasal 14

Tata Cara penjualan kendaraan operasional ditetapkan sebagai berikut :

PNS/Pejabat Negara) mengajukan surat permohonan kepada
kendaraan dinas, yang diketahui/

(1)
a. Pemohon (
Bupati/Pengelola untuk membeli

disetujui oleh Pengelola/ Pengguna dengan melampirkan :
sebagai

copy keputusan pengangkatan pertama

1) Melampirkan
(SK awal

Ketua/Wakil Ketua DPRD dan SK Pengangkatan sebagai PNS

dan SK terakhir);
13
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- Kendatann Iinag Operasionnal khu».uu/l.up.nm;m dalam tenpgany
; ) . - # o 1 4

yktu 10 (wepuluh) Tahun,
Wil

. i e (4 ' 'l' Y P
L Surat penunjukan/Pemegang Kendarann dary Peppe lala /Pengguna: dar

1 Cop GTNK dan BPKB Kendaraan Dinas yang dimohon
al

k melaksanakan penehtinn atas kendaraan yang dimohon untuk dibel;
1} l]”“] .

i

gupati denpan Surat Keputusan membentuk Panitia Penjualan Kendaraan
Dinas ()pmmﬂ'“‘“‘ yang bertugas meneliti dari segi :ulrnmmtr:mf/p,.mlhk””
Kendaraan, keadaan fisik, kemungkinan menggangpu kelancaran tugas dinas,
cfisiensi penggunaannya, biaya operasional, nilai jual kendaraan, persyaratan
p(‘li‘h"" p(_mn]mn dan lain-lain yang dipandang perlu yang dituangkan dalam
pentuk Berita Acara,

\nitia Penghapusan membuat daftar kendaraan dinas yang dimohon dan

(3) P . ‘
memenuhi syarat untuk dihapus dari daftar inventaris barang milik Daerah
dan selanjutnya mengusulkan kepada Bupati melalui Pengelola untuk
dihapuskan;

(4) Apabila memenuhi persyaratan, Bupati menetapkan keputusan tentang
penghapusan kendaraan dinas operasional; dan
(5)Kendaraan dinas yang telah dihapuskan sesuai Keputusan Bupati selanjutnya

dijualbelikan dan /atau dilelang terbatas.

Pasal 15

Pelaksanaan penjualan kendaraan operasional sebagaimana dimaksud dalam
pasal 14 sebagai berikut :

Pelaksanaan penjualan kendaraan operasional :

a. setelah dihapus dari daftar inventaris, pelaksanaan penjualannya dapat

dilakukan melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas;

11 TN = s = oo Tos oo me aese o0 e 8N s 1 1 1 nT
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ase nsiun dan l'c*jnhut/l‘(' Tawy “Me
masuki masa pe lebil ) l Bawal peme Bang k(‘ﬂd.“’a\.]n dan /a4 g
me awai yang lebih senior dan Ken an Y. , o
abat/pegawai yang ‘ | 1a dan Waki) Ketua DPRD vang
pel’ .mpunyai masa bhakti 5 (lima) Tahun:
Jah me ’
(e ; ¥ ) se } £ s z
Jam teNgRANg waktu 10 (sepuly 1) Tahun D(J.lh.ﬂ/P(-g;i\x.n_ Ketua /w kil
als . . s
e d DPRD dapat mengikuti pelelangan terbatag kemb aly ot
Ketua b ) e S€lak  sany
beliannya yang pertama; dan
»em ’ :
’l il p(.,,,'ualaﬂ/PClC'a”gan disetor ke kas Daerah_
& 1A S -
f.
Paragraf 4
Penjualan Rumah Dinas Daerah
Pasal 16
olongan III milik Daerah da at dij
(1) Rumah Daerah golong pat dijual
Pega\"'ai;

/disews belikan Kepada

N dan/atay
(3) Penentuan rumah Daerah golongan 11 ditetapkan dengan Keputusan Bupan
(4) Yang berhak membeli Rumah Daerah Golongan III, yaity:
a. Pegawai Negeri Sipil :

1. mempunyai masa kerja sekurang—kurangnya 10 (sepuluh) Tahun:
SIP);

3. surat ijin penghunian ditandatangam ole
dan

2. memiliki Surat Ijin Penghunian |

apun memperoleh / membeli rum ah
dari Pemerintah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
b. Pensiunan Pegawai Negeri :
1. menerima pensiunan dari Negara/ Pemerintah;
2. memiliki Surat Ijin Penghunian ( SIP); dan
3. belum pernah dengan Jalan/cara apapun memperoleh; membeli rumah
dari Pemerintah berdasarkan Peraturan Perundang—Undangan.
C. Janda/Duyda Pegawai Negeri

ah, adalah:
rinya sekurang-kurangnya mempuny

kerja 10 (sepuluh) Tahun pada Pemerintah; dan/atau

al masa
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b) masa kerja almarhum Suuminyu/ lHl(trinyu dit
menjadi

Janda/dqyq, bcrjumlah
ahun,

2. memiliki Surat [jin Penghunian (SIP); dan

ambah dengan Jangka
waktu sejak yang bersangkutan |

sckurang-kurangnya 10 (sepuluh) T

3. Belum pernah dengan jalan/cara apapun mem

peroleh/ membeli rumap,
dari Pemerintah berdasarkan Peraturan Pcrundang—Undangan
Suaminya/lsterinya dinyatakan sebagaj
pahlawan berdasarkan ketentuan Peraturan Pcrundang

d. Janda/Duda Pahlawan, yang

-Undangan :
1. masih menerima tunjangan pensiunan dari Pemerint

ah;
2. memiliki Surat ljin Penghunian (SIP); dan

oleh anak yang sah dari penghuni yang bersangkutan;

(6) Pengalihan hak atas Rumah Daerah Golongan III seba

gaimana dimaksud pada

digunakan untuk pembangunan rumah yang bersangkutan pada waktu

penaksiran dikurangi penyusutan meénurut umur bangunan /rumah sebesar 2%

setiap Tahun untuk peérmanent, 4% setiap Tahun y

ntuk semi permanen dan
10%

setiap Tahun untuk darurat den
(maksimal) penyusutan 80%
% dan harga rumah dan tan

dari harga taksiran dan penil

gan ketentuan setinggi-tingginya
dan/atau nilai sisa bangunan/rumah minimal 20
ahnya ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen)
aian yang dilakukan oleh Panitia; dan

Pembayaran harga rumah dilaksanakan secara angsuran/ci

(8) cilan, yakni:

16
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. hayaran angsuran pertama paling sedikit 50 (hma pe
@ Persen) darj
3 —_ - aan hg .
tetapkan dan harus dibavar penuh pada saat : arga

) Yrjanjian
- . S(\wa tx}]
1

yAIIKW
ian

jatangani. Gal
L havaran angsuran terhadap sisa pemb; ar:
, pemdd I avaran dilaksanakan paling |
luh) Tahun £ lama

x0 (duapuluh

Pasal 17

melakukan pembehan  rumah Daerah (‘mlnngrm 1
‘ v pemohon

L-

R
eana dimaksud dalam Pas: ; ;
sebagaimand < ) al 16 ayat (4) dan ayat (5) mengajuk

' ’ gajukan

_ermohonan pembehan Rumah kepada Bnpmi/Pongc]oh :
o, = 0 a.
) " } g n :

sarkan permohonan pembelian rumah Daerah Golongan 1 p |

‘ » Pengelola

> vl 3

- E‘(‘ \\\\\ £
—enckoordinir permohonan pembelian rumah Daerah Golongan 111 g
o an secara

-

~erodik melaporkan kepada Bupati.
. setelah mendapat persetujuan dari Bupati, maka segera dibentyl Paniti
1aa

Penaksir dan Panitia Penilai dengan Keputusan Bupati:.
1.susunan Panita Penaksir dan Panitia Penilaj melibatkan unsyr teknis

terkait; dan
susunan Personalia kedua panitia tersebut tidak boleh dirangkap dan

J

diusahakan agar anggota-anggota Panitia Penilai, baik jabatan maupun
pangkatnya lebih tinggi dari pada Personalia Panitia Penaksir.

tugas Panitia Penaksir adalah meneliti dari segi antara lain :

pembangunan dan pemilikan rumah dan/atau tanahnya;

keadaan fisik rumah;
perbaikan-perbaikan yang telah dilaksanakan;

1

0.

o

W

yin penghunian;
persyaratan personil pegawai dari segi masa kerja, pernah /belum membeli

rumah Pemerintah dengan cara apapun,;
menaksir harga rumah dan ganti rugi atas tanahnya disesuaikan dengan

keadaan pada saat penaksiran termasuk perbaikan-perbaikan yang telah

gl

dilakukan atas biaya Pemerintah Daerah. Apabila ada penambahan
dan/atau perbaikan dilakukan oleh dan atas beban penghuni sendiri tidak

diperhitungkan;
lain-lain yang dipandang perlu dan Hasil penelitian penaksiran tersebut

dituangkan dalam bentuk Berita Acara hasil penaksiran;
17
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8. tugas panitia Penilai adalah
untuk Menila;
Al has;j) p

Penaksir tersebut di atas ¢ .
anHasil penjjy;

nl]a)an Panit:

' Nitig

dalam bentuk Berita Acara; dan

harga taksiran tersebut adalah pengelola
(3) Dengan telah terpenuhinya semua persyaratan yan
Acara hasil penaksiran Panitia Penaksir dan Berita

g diperlukan berupa Berita

Acara hagsj] s
Y < enil an 35
Penilai dan persyaratan-persyaratan administrasi dan Pejabat/ :: en Panitia
€gawai pembeli

lanjutnya penjualan rumah D
selanjutnya p J. m aerah golongan III dan /atau ganti rugi atas tansg,
bangunannya, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

(4) Dalam Keputusan Bup'fltl sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dengan
tegas menetapkan penjualan rumah Daerah golongan Il dan termasuk tang
bangunannya atau rumahnya saja atau tanahnya saja, kepada masing-masing
pegawai, dengan mencantumkan pula jabatannya serta menegaskan pelaksanaan
penjualannya diatur dalam Surat Perjanjian Sewa Beli;

(5) Setelah dikeluarkan Keputusan Bupati tentang penjualan rumah golongan I
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dibuat Surat Perjanjian Sewa
Beli rumah dan ganti rugi atas tanahnya yang ditandatangani oleh Bupati
dan/atau Pejabat yang ditunjuk sebagai Pihak ke I dan masing-masing
pegawai/pembeli sebagai pihak ke II;

(6) Sebelum Surat Perjanjian ditandatangani, pembeli harus melunasi minimum 5%
dari harga jual rumah beserta tanahnya/ganti rugi atas tanahnya yang telah
ditetapkan dan disetor ke Kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

(7) Dalam Surat Perjanjian tersebut harus dicantumkan besarnya angsuran bulanan
yang sama terhadap sisa harga yang belum dilunasi,

i dilaksanakan paling lama 20 (dua

(8) Waktu pelunasan seluruh harga jualnya

uluh) Tahun; .

N ) , ; lebih cepat, maka dapat dilakukan

(9) Apabila dilunasi dalam waktu yang ‘€ )

pelepasan hak; i
i g
(10) Pelapasan hak atas tanah dan penghapusan dari Daftar Inventaris ) dﬂumﬂlknaSi.
n ;
Daerah setelah harga penjualan atas tanah dan/atau bangunanny

dan
18
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Q : g I "WRe " .
RTTRIL Jdalam Surat Peganjian terse but harus dicantumkan pula persyaratan
:.‘\‘ By A o lLe

1) : T ngenal s o .
( | yvang dipandang perlu- mengenai sanksi yang dapat dikenakan apabila
‘ s «

farnty
Wi kelalaian atau pelangparan atas ketentuan yang berlaky.
TNAL !
BARBV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati int mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan

Aru.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 9 April 2015

PENJABAT BUPATI KEPULAUAN ARU,

ttd

GODLIEF AMBROSIUS AGUSTUS GAINAU

Diundangkan di Dobo
pada tanggal 9 April 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

ttd

ARENS UNIPLAITA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
TAHUN 2015 NOMOR 18

. 'H KA[ .
Sah?&sesuélfdengan aslinya
/EPALA BA GIA HUKUM DAN ORGANISASI,
</ \ - /

NIP. 19711105 200501 1 009
19
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PENJELASAN

ATAS
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR 18 TAHUN 2015
TENTANG
pENGHAPUSAN DAN PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH

I PENJELASAN UMUM
palam rangka menjalankan Pemerintahan berdasarkan prinsip tatakelola

merintahan yang baik, Penghapusan dan Penjualan Barang harus dilakukan
profesional dalam kerangka tertib pemerintahan yang dapat
administratif maupun yuridis

pc
secara
djpertanggungjawabkan secara manajerial,

sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik

Daerah.
Pelaksanaan penghapusan dan Penjualan barang milik Daerah harus

dilakukan secara transparan dengan menetapkan daftar barang yang akan

dilakukan penghapusan sebelum dilakukan penjualan yang secara

administratif memberikan nilai ekonomi yang menguntungkan bagi Pemerintah
dan masyarakat. Barang milik daerah yang akan dihapus dan dijual perlu
dikelola dengan menggunakan pendekatan tertib manajemen dan administratif

sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Aru

tentang Penghapusan dan Penjualan Barang Milik Daerah ini menjadi acuan

didalam pelaksanaan penghapusan dan penjualan barang milik daerah

Kabupaten Kepulauan Aru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas
Pasal 2
Cukup Jelas
Pasal 3
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